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KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH
Nomor : W3-A9/85/Kp.04.6/1/2020
TENTANG
TATA TERTIB KEDINASAN TAHUN 2020
PADA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Bahwa dalam rangka meningkatkan wibawa Pengadilan Agama Muara Labuh dan aparatnya
serta menjamin terciptanya suasana kerja yang tertib, berdaya guna dan berhasil guna,
dipandang perlu menetapkan Tata Tertib Kedinasan dengan Keputusan Ketua Pengadilan
Agama Muara Labuh.

1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor
5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

4. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai
Negeri Sipil.

6. Peraturan Presiden Rl Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan
Lembaga Pemerintah.

7. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi,
Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha
Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI.

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 070/KMA/SK/V/2008 tentang
Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TENTANG TATA TERTIB
KEDINASAN PADA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN 2020.

Mencabut Keputusan Nomor : W3-A9/14/Kp.04.6/1/2018, tanggal 02 Januari 2018 dan
dinyatakan tidak berlaku lagi serta mengganti dengan Keputusan Nomor : W3-A9/85/
Kp.04.6/1/2020, tanggal 02 Januari 2020.

Tata Tertib Kedinasan pada Pengadilan Agama Muara Labuh sebagaimana tersebut dalam

lampiran keputusan ini.
Diinstruksikan kepada seluruh Pejabat/Pegawai Pengadilan Agama Muara Labuh untuk
melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab.

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana-mestinya.

. di Muara Labuh
a: : 02 Januari 2020
gadilan Agama Muara Labuh,

5of S.Ag., MH.



Lampiran

PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

: Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh
Nomor :W3-A9/85/Kp.04.6/1/2020, tanggal 02 Januari 2020
Tentang Tata Tertib Kedinasan Tahun 2020 pada Pengadilan Agama Muara Labuh.

TATA TERTIB KEDINASAN
PADA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN 2020

A. KETENTUAN UMUM

1.

PN

Yang di maksud dengan tata tertib kedinasan adalah :

a. Tatatertib yang tercantum dalam keputusan ini.

b. Semua peraturan yang dikeluarkan oleh pajabat yang berwenang.

c. Semua perintah kedinasan yang dikeluarkan oleh atasan yang berwenang.
Yang diaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Agama Muara Labuh.
Yang dimaksud dengan Pimpinan adalah Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh.
Yang dimaksud dengan Pegawai adalah Hakim, PNS dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
(PPNPN) Pengadilan Agama Muara Labuh.

B. JAM KERJA

1.

2.

3.

&

Hari kerja pada tahun 2020 sebanyak 244 hari, termasuk Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik
Indonesia tanggal 17 Agustus 2020.
Hari kerja bagi pegawai Pengadilan Agama Muara Labuh ditetapkan lima hari kerja, mulai hari
Senin smpai dengan hari Jum’at.
Jam kerja efektif pegawai Pengadilan Agama Muara Labuh dalam lima hari kerja tersebut 37,5 jam
dan ditetapkan sebagai berikut :

a. Senin - Kamis : Jam 08.00 s.d. 16.30 WIB. : Istirahat Jam 12.00 s.d. 13.00 WIB.

b. Jum’at : Jam 08.00 s.d. 17.00 WIB. : Istirahat Jam 11.30 s.d. 13.00 WIB.
Setiap pegawai wajib mematuhi jam kerja sebagaimana tersebut pada angka 1
Setiap hari Senin seluruh pegawai diwajibkan untuk mengikuti apel pagi yang dilaksanakan pada
jam 08.00 WIB, dan setiap hari Jum’at mengikuti apel sore pada jam 17.00 WIB, kecuali hari pada
hari libur.
Pegawai yang tidak masuk kantor atau akan meninggalkan kantor pada jam kerja wajib memberi
tahu dan minta izin kepada atasan dan atau kepada sub bagian kepegawaian.

C. ABSEN PEGAWAI

1.

Absensi Pegawai Pengadilan Agama Muara Labuh setiap hari kerja yang terdiri dari :

a. Absen Masuk ( Pagi )

b. Absen Pulang ( Sore)
Hakim, PNS dan PPNPN Pengadilan Agama Muara Labuh wajib absen dengan Finjer Scan, waktu
masuk paling lambat jam 08.00 WIB pada hari Senin sampai Jum’at, serta waktu pulang paling
cepat jam 16.30 WIB pada hari Senin sampai Kamis dan hari Jum’at jam 17.00 WIB.
Disamping absen Finjer Scan juga diwajibkan mengisi absen manual.
Absen masuk dan absen pulang setelah diteliti, petugas absen melaporkan kepada Wakil Ketua
Pengadilan Agama Muara Labuh selaku Ketua Pengawas Penegakan Disiplin Pegawai.
Setiap akhir bulan hardcopy daftar hadir diteliti dan direkap oleh petugas absen serta dibuatkan
pengantarnya, kemudian setelah ditandatangani oleh petugas absen dan Ketua Pengawas Penegakan
Disiplin Pegawai, dengan dilampirkan bukti pegawai yang tidak masuk kantor, seperti Surat Izin
Cuti, Surat Keterangan Sakit dari Dokter dan bukti lain yang sah disampaikan kepada Ketua
Pengadilan Agama Muara Labuh paling lambat tanggal 05 bulan berikutnya untuk pengesahan dan
penandatanganan pengantarnya.
Bagi pegawai yang sering terlambat, cepat pulang atau meninggalkan kantor dalam jam kerja tanpa
izin atasan, Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh akan memberikan tindakan atau hukuman
disiplin sesuai Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010.



BUKU CATATAN KERJA

1. Pegawai Pengadilan Agama Muara Labuh wajib memiliki Buku Catatan Kerja.

2. Buku catatan kerja adalah buku yang diisi oleh setiap pegawai tentang kegiatan/pekerjaan
kedinasan yang dikerjakan setiap hari kerja.

3. Buku catatan kerja berbentuk bebas dengan ketentuan isinya dapat dengan mudah diketahui/
difahami apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab pegawai bersangkutan.

PEJABAT PELAKSANA HARIAN ( PLH).

1. Pejabat Pelaksana Harian ( PLH ) wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Ketua Pengadilan
Agama Muara Labuh selama melaksanakan tugas PLH.

2. Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh setiap keluar wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang
harus meminta izin dan atau mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang.

3. Bagi pejabat yang mewakili Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh dalam tugasnya diwajibkan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya.

KEBERSIHAN, KETERTIBAN DAN KETENTERAMAN

1. Pegawai Pengadilan Agama Muara Labuh diwajibkan menjaga dan memelihara kebersihan,
ketertiban dan ketenteraman lingkungan Pengadilan Agama Muara Labuh, wajib menerapkan 5 R
(Ringkas, Rapi, Resik, Rawat dan Rajin

2. Pegawai Pengadilan Agama Muara Labuh diwajibkan menggunakan jam kerja dengan efektif dan
efisien..

3. Dalam jam kerja pegawai Pengadilan Agama Muara Labuh tidak dibenarkan berkumpul-kumpul
tanpa maksud dan tujuan yang bermanfa’at.

KEGIATAN OLAHRAGA
1. Pegawai Pengadilan Agama Muara Labuh melakukan kegiatan olahraga sebagai berikut :
a. Olahraga Tennis dilaksanakan di Lapangan Tennis POTESPA Pasar Lama Muara Labuh.
b. Olahraga Bulu Tangkis dan Tennis Meja dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama Muara Labuh,
Jin. Raya Muara Labuh — Padang Aro, Km.12 Ampalu.
2. Kegiatan olahraga tersebut diatur sebagai berikut :
a. Hari Jum’at jam 07.30 s.d. 10.00 WIB.
b. Dalam keadaan/kepentingan tertentu dapat dilaksanakan pada waktu lain.

KEGIATAN JUAL BELI

1. Pegawai Pengadilan Agama Muara Labuh dan pihak lain dilarang melaksanakan jual beli dalam ruangan
kerja, kecuali pada tempat yang telah ditentukan ( Koperasi ) setelah mendapat izin dari pejabat yang
berwenang pada Pengadilan Agama Muara Labuh.

2. Semua bentuk jual beli di Pengadilan Agama Muara Labuh dianjurkan melalui Koperasi Pegawai
Pengadilan Agama Muara Labuh.

fal, S.Ag., MH.
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